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Penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam telah menjadi permasalahan
lingkungan yang serius di Kota Palu, terutama di Kelurahan Palupi, Kecamatan
Tatanga. Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor
40 Tahun 2021 sebagai upaya untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai
dan styrofoam guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan sumber daya,
lemahnya struktur birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi
masyarakat. Meskipun demikian, terdapat komitmen dari aparatur kelurahan
dalam menjalankan kebijakan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan lebih lanjut dalam
aspek komunikasi, penyediaan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi
terkait agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak
nyata dalam pengurangan sampah plastik di Kota Palu.

ABSTRACT

The use of single-use plastics and styrofoam has become a serious
environmental issue in Palu City, particularly in Palupi Subdistrict, Tatanga
District. The Palu City Government issued Mayor Regulation Number 40 of
2021 to limit the use of single-use plastics and styrofoam to reduce
environmental damage. This study aims to analyze the implementation of this
policy and identify the supporting and inhibiting factors in its execution. The
research method used is a qualitative approach with data collection techniques
including interviews, observations, and document studies. The results indicate
that policy implementation still faces several challenges, such as ineffective
public outreach, limited resources, weak bureaucratic structures, and low public
awareness and participation. However, there is a commitment from local
government officials to enforce the policy. The study concludes that the success
of policy implementation requires further support in communication, resource
allocation, and inter-agency coordination to ensure more effective execution
and a significant impact in reducing plastic waste in Palu City

1. PENDAHULUAN

Masalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam
menjadi perhatian global, termasuk di Kota Palu (Malihah & Nazairin, 2024). Sampah plastik
yang sulit terurai menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti
pencemaran tanah, air, dan laut, serta mengancam ekosistem (Lestari et al., 2024). Kota Palu
sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan konsumsi plastik seiring
dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang semakin dinamis. Plastik sekali
pakai masih banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan, rumah tangga, serta industri
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makanan dan minuman, sehingga menghasilkan timbunan sampah yang tidak terkelola dengan
baik (Nadjih et al., 2020; Yusari & Purwohandovo, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali
Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan
Styrofoam (Fahrial et al., 2024; WANTI et al., 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk
mengurangi dampak lingkungan dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai di sektor
usaha dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala,
seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya
kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik (Farista et al., 2024 Putri et al.,
2025).

Kajian mengenai implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kota Palu
masih sangat terbatas, terutama pada level kelurahan sebagai unit terkecil pelaksana kebijakan.
Sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroti dampak kebijakan secara umum di tingkat
kota tanpa membahas dinamika implementasinya di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian
ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi Perwali Nomor 40 Tahun 2021
secara kontekstual di Kelurahan Palupi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kelurahan
Palupi, Kecamatan Tatanga, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi
plastik yang tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai
efektivitas kebijakan, faktor penghambat dan pendukung, serta rekomendasi strategis untuk
meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan dalam upaya mengurangi pencemaran
lingkungan di Kota Palu.

2. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh
pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Winarno
(2022), kebijakan publik adalah respons pemerintah terhadap persoalan publik yang
dituangkan dalam bentuk keputusan dan tindakan strategis. Implementasi kebijakan menjadi
tahap krusial karena di sinilah kebijakan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah plastik, Pemerintah Kota Palu menerbitkan
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 yang berisi larangan penggunaan plastik
sekali pakai dan styrofoam di sektor usaha dan masyarakat (Fahrial et al., 2024; WANTI et al.,
2024). Perwali ini mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap krisis lingkungan
dan menjadi bentuk konkret dari kebijakan publik berbasis lokal.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan yang telah dibuat agar
tujuan kebijakan tercapai di lapangan. Menurut (Adnyana et al., 2023), efektivitas
implementasi sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: isi kebijakan, konteks kebijakan, dan
proses kebijakan. Dalam penelitian mereka di Desa Penatih Dangin Puri, ditemukan bahwa
kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber meliputi
komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum
optimal.

Studi lain oleh (Torang Hadomuan & WD Tuti, 2022) di Kota Tangerang Selatan
menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah kawasan dan timbulan masih
menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai dan partisipasi
masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan
edukatif dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
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Dampak Sampah Plastik terhadap Lingkungan

Plastik sekali pakai merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan
karena sulit terurai dan berdampak jangka panjang. Menurut data (Kehutanan, 2023), Indonesia
menghasilkan lebih dari 17 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sampah ini banyak yang tidak
dikelola dengan baik dan berakhir mencemari ekosistem perairan dan tanah.

Kota Palu mengalami peningkatan konsumsi plastik seiring dengan pertumbuhan
ekonomi dan mobilitas masyarakat (Malihah & Nazairin, 2024). Aktivitas perdagangan dan
rumah tangga masih mendominasi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong belanja
dan kemasan makanan (Nadjih et al., 2020; Yusari & Purwohandoyo, 2024). Mikroplastik dari
limbah ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan rantai makanan (Rai et al., 2024).

Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Secara nasional, Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan penting untuk
mengurangi produksi sampah plastik. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Permen
LHK Nomor P.75 Tahun 2019 menekankan pentingnya pengurangan sampah dari sumber dan
pelibatan produsen dalam pengelolaan kemasan.

Namun, keberhasilan pelaksanaan regulasi ini di tingkat daerah sangat tergantung pada
kesiapan infrastruktur, kapasitas pengawasan, dan penyesuaian dengan kondisi lokal (Fitriani
Wahyuni & Zulfikar, D., 2022; Haris Prasetyo, A., & Mulyadi, T., 2023). Oleh karena itu,
peraturan daerah seperti Perwali Palu menjadi bagian integral dalam mendekatkan kebijakan
nasional ke level akar rumput.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah.
Keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan plastik sangat ditentukan oleh kesadaran,
pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan sampabh.

Penelitian (Farista et al., 2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi lingkungan dan
kurangnya penyediaan alternatif plastik yang terjangkau menjadi penghambat utama.
Sementara itu, (Putri et al., 2025) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas
melalui edukasi, bank sampah, dan program sosial lainnya dalam meningkatkan efektivitas
kebijakan di tingkat kelurahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk
menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang
pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam di Kelurahan Palupi, Kecamatan
Tatanga. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam
dinamika sosial, tantangan implementasi, serta persepsi para pelaksana dan penerima kebijakan
(Adnyana et al., 2023; Sugiyono, 2019).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi
dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap aparatur pemerintah kelurahan, pelaku usaha,
dan masyarakat setempat guna menggali pemahaman, tantangan, serta respons mereka
terhadap kebijakan. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung tingkat kepatuhan
masyarakat serta kondisi lingkungan terkait kebijakan. Sementara itu, dokumentasi mencakup
analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, serta data sekunder seperti grafik
komposisi sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023).
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Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara
dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, hasil
penelitian sebelumnya, dan literatur akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik sebagaimana
dikembangkan oleh Clarke, Braun, dan Hayfield (2015) dalam (Smith, 2024), yang melibatkan
enam tahapan sistematis, yaitu: membiasakan diri dengan data, menghasilkan kode awal,
mencari tema, meninjau tema, mendefinisikan dan menamai tema, serta menyusun laporan.
Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan mampu mengungkap pola makna yang
tersembunyi dalam data kualitatif secara mendalam dan sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun
2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di Kelurahan Palupi,
Kecamatan Tatanga. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan
beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Analisis dilakukan dengan
menggunakan model implementasi kebijakan Edwards 111, yang mencakup aspek komunikasi,
sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Hasil wawancara dengan aparatur kelurahan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan
telah dilakukan melalui berbagai media, seperti pengumuman di kantor kelurahan, media
sosial, serta pertemuan warga yang diadakan secara berkala. Namun, efektivitas komunikasi
ini masih terbatas, karena banyak warga yang hanya mengetahui keberadaan kebijakan tanpa
memahami secara rinci aturan dan konsekuensi yang ditetapkan.

Pedagang pasar dan pelaku usaha kuliner cenderung lebih mengetahui kebijakan ini
dibandingkan rumah tangga biasa, karena adanya imbauan langsung dari pemerintah
kelurahan. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memahami dan
menerapkan kebijakan dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa
mereka masih menggunakan plastik sekali pakai karena belum tersedia alternatif yang
terjangkau.

Meskipun kebijakan ini telah disosialisasikan, masih banyak masyarakat yang tidak
mengetahui detail peraturan, seperti jenis plastik yang dilarang dan sanksi bagi pelanggar.
Beberapa warga mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebijakan hanya disampaikan
melalui media sosial dan pengumuman tertulis, yang kurang efektif dalam menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini masih sangat
terbatas. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa di pasar-pasar tradisional dan warung-warung
kecil, kantong plastik sekali pakai masih banyak digunakan karena harga alternatifnya lebih
mahal.

Kemasan biodegradable dan kantong belanja kain hanya tersedia di beberapa toko
tertentu dan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kantong plastik biasa. Hal ini
menyebabkan pedagang dan konsumen enggan beralih ke produk yang lebih ramah
lingkungan. Selain itu, sebagian besar warga belum memiliki kebiasaan membawa tas belanja
sendiri saat berbelanja, sehingga ketergantungan terhadap plastik sekali pakai masih tinggi.

Di sisi lain, aparat kelurahan yang bertugas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan
juga mengalami kendala. Mereka menyatakan bahwa jumlah tenaga pengawas masih terbatas,
sehingga sulit untuk memastikan kepatuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu,
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anggaran untuk mendukung program pengurangan plastik juga masih minim, sehingga
kegiatan edukasi dan penyediaan alternatif ramah lingkungan belum berjalan optimal.

Disposisi Pelaksana Kebijakan

Dalam aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, hasil wawancara dengan aparatur
kelurahan menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam
menjalankan kebijakan ini. Namun, kendala yang mereka hadapi cukup kompleks, mulai dari
kurangnya pelatihan dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hingga minimnya insentif bagi
petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

Sebagian besar petugas di kelurahan telah berusaha untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Namun, mereka merasa bahwa tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan ketersediaan
alternatif yang memadai, kebijakan ini sulit untuk diterapkan secara maksimal. Selain itu,
rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membuat mereka kesulitan dalam menegakkan
kebijakan ini secara efektif.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi yang ada saat ini masih menghadapi beberapa kendala dalam
pelaksanaan kebijakan. Koordinasi antara pemerintah kelurahan dan instansi terkait, seperti
Dinas Lingkungan Hidup, masih belum berjalan dengan optimal. Akibatnya, tidak ada
mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga masih banyak
masyarakat dan pelaku usaha yang tetap menggunakan plastik sekali pakai tanpa konsekuensi
yang tegas.

Selain itu, belum ada regulasi tambahan yang mengatur secara spesifik mekanisme
pengurangan plastik sekali pakai di tingkat kelurahan. Misalnya, tidak ada aturan mengenai
insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan kebijakan ini atau sanksi yang jelas bagi mereka
yang melanggar. Tanpa adanya regulasi yang lebih kuat, kebijakan ini masih bersifat imbauan
tanpa dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat.

S. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III
yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan
struktur birokrasi. Keempat aspek ini digunakan untuk mengkaji efektivitas implementasi
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu kendala utama
dalam implementasi kebijakan. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya peraturan,
namun tidak memahami secara rinci isi, tujuan, dan sanksi dari kebijakan tersebut. Sosialisasi
kebijakan yang dilakukan masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.

(Braun et al., 2022) menyatakan bahwa komunikasi yang tidak jelas dan tidak terstruktur
dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berdampak pada
rendahnya tingkat kepatuhan di masyarakat.

Rekomendasi: Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi melalui media lokal,
kampanye visual, dan pendekatan berbasis komunitas agar penyampaian kebijakan lebih
efektif dan merata.
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Sumber Daya dan Ketersediaan Alternatif

Pelaksanaan kebijakan juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama dalam
hal penyediaan alternatif pengganti plastik. Banyak pelaku usaha menyampaikan kesulitan
memperoleh produk ramah lingkungan yang terjangkau dan mudah diakses. Selain itu, alokasi
anggaran operasional di tingkat kelurahan masih terbatas.

Hasil ini sejalan dengan temuan (Adnyana et al., 2023; Dewi et al., 2025) yang
menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan plastik sangat ditentukan oleh
dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Rekomendasi: Pemerintah kota perlu menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan
produsen lokal untuk menyediakan alternatif pengganti plastik dengan harga kompetitif dan
distribusi yang luas.

Disposisi Pelaksana dan Partisipasi Masyarakat

Aparatur kelurahan menunjukkan sikap positif dan mendukung kebijakan ini, namun
belum dibekali dengan pelatihan teknis atau insentif yang cukup. Sementara itu, partisipasi
masyarakat masih bersifat sporadis dan belum menjadi gerakan kolektif.

Sikap pelaksana dan dukungan masyarakat adalah dua faktor penting yang menentukan
keberhasilan kebijakan lingkungan di tingkat akar rumput.

Rekomendasi: Perlu diselenggarakan pelatihan teknis untuk aparatur kelurahan serta
pembentukan kader lingkungan di masyarakat guna memperluas jangkauan dan keberlanjutan
kebijakan.

Struktur Birokrasi dan Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara kelurahan dan instansi terkait belum berjalan optimal. Tidak terdapat
mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas, serta belum ada regulasi pelaksana yang
mengatur sanksi terhadap pelanggaran kebijakan.

(Fitriani Wahyuni & Zulfikar, D., 2022) menyatakan bahwa kelembagaan yang kuat dan
koordinasi antarinstansi merupakan fondasi utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan
daerah. Rekomendasi: Pemerintah kota perlu menyusun peraturan teknis yang memperjelas
mekanisme pengawasan, sanksi, serta insentif bagi pihak yang berkontribusi aktif dalam
pengurangan sampah plastik.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor
40 Tahun 2021 di Kelurahan Palupi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan
secara efektif. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya meningkatkan
pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan penggunaan plastik sekali pakai dan
styrofoam.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal ketersediaan alternatif plastik yang terjangkau
maupun dukungan anggaran untuk edukasi dan pengawasan, menjadi hambatan utama. Produk
ramah lingkungan yang lebih mahal dan sulit diakses menyebabkan rendahnya adopsi oleh
masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan jumlah pelaksana di tingkat kelurahan
serta lemahnya koordinasi antarinstansi turut mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan.

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, dan kelembagaan sebagai elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan
pengurangan plastik di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pelaksanaan kebijakan lingkungan secara lebih
berkelanjutan.
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